PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Ialan K_H. Abdu! Halim Mo. 233 Telp./Fax. (0233) 281097 Majakengka 43418

KEPUTUSAN HEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang

Mengingat

Nomor |12 Takhun 2016,
TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SMP IT DARURROHMAT KECAMATAN LEUWIMUNDING
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi
siswa iulusan Sckn?ah [Dasar [gm, Madrasah Thti ui;& {hﬁ]
dan Program Kesetaraan Paket A serta untuk
mensukseskan program Wajlb Belajar 9 Tahun habupaten
Majalengka diperiukan daya dukung dan sarana prasarsns

ndidikan yang memadai , termasuk didalamnya Pendirian
S8 yang diselen kan aolch Pemerintah maupun
Masyarakat melalui Yayasan;

b. bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Kelayvakan oleh Tim
Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Majalenghka
terhadap SMP IT Darurrahmat Desa Parakan Kecamatan
Leuwimunding Kabupaten Majalengka tangpal 24 Februari
2016, dinvatakan layak diberikan izin sebagai satuan
pendidikan SMP,

. hahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan sebagai pelaksanaan Pasal
26 ayal E] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Sistern  Pendidikan Nasional, perlu diterbitkan Penctapan
Pemberian lzin Operasional SMP IT Darurrohmat Desa
Parakan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
]!;i:ﬂ _dl::lih'.li!pkal'l dengan Keputusan Kepala Dinas

MO ECAT .

t 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinai Djawa Barat [Berita Hq?ara Republik
Indonesia Tahun 1950) schagaimana telah diubah dengan
Undang-Undan Nomor 4 Tahun 1968  tentang
Pembentukan %‘iﬂhupﬂlfﬂ Purwakarta, dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Baral
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
g%q'}"ﬁmbﬂhaﬂ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor.78, Tambahan Lembamn Negam
Republik Indonesia Nomor 4301];

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan
Pemerintahan Daerah  [Lembaran Negara  Republi
Indonesia Tahun 2004 Nemor 125, Tambahan Lembaran
Mearirn Beniibhlil - mdareetia Namor 44T eerhaeaimana iolah



1.

11.

2

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-U Nomor 12 Tahun 2011 teniang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara E:]ﬁlbﬂk Indonesia Tahun 2011 Neomor 82,
T;I;iqlllﬂ.hﬂ.l'l mharan Negara Eepublik Indonesia Nomor
5234

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Temaniﬁ
Standar Nasional Pendidikan [embaran MNegara Repuhbl
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimanatelah
diu dengan Peraturan Pemeriniah Nomor 32 Tahun
2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54 10).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupatngé!{uta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang

isasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 47504;

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentan

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolagn dan Penyelenggaraan Pendidikan |Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Penyelenpggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51570;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalenghka Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupalen Majalengla
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 1);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

3

Sekolah  Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah
(SMP/MTs|, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA|, Sekolah Menengah Kejuruan (SMEK), Sekolah
Dasar Luar Biasa (SDLB|, Sekolah Menengah Pertama Luar
Binsa (SMPLB| dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
(SMALB];

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun
2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka, schagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka, Nomor 8 Tahun 2011
fentang Perubahan Afas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka [Lembaran
Daerah Kabupaten Majalenghka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

lzin Operasional Satuan Pendidikan SMP IT Darurrehmat
Desa  Parakan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten
Majalenghka dengan indentitas sebagai berikut ;

Nama Sekolah : SMP IT DARURROHMAT

Alamat :JL Sugih No. 16 Desa Parakan Kecamatan
Sekolah Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian han  ternyata  terdapat
kekeliruan di  dalamnya akan diadakan perubahan
sehagaimana mestinya.

H. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, M.M.
‘mbina Utama Muda
NIP. 19610909 198608 1 001



YAYASAN DARURROHMAT ASSAKHI
{Pondok Pesantren - PAUD - RA — TPASTPO — Majlis Ta'lim - SMP IT)
Akte Muturis : Moch Chep Loskmann Adipradjs, SH., MM Na. M7 Tgl 24 Apcil 2011

Saygib no 16 Kump, Sayih Desa Parskan Kec. Leuwimainding Kab, ajalenpha |ip OR1 20005129
Wiehsite: waw, iadl catil

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN DARURROHMAT ASSAKHI
Nomor : MLPimpYDRA2015

TENTANG
PEMBENTUKAN SMP IT DARURROIMAT
Desa Parakan Kecamatan Leuwimunding Kah, Majalenglo

MENIMBANG : # babwa uniuk meningkntkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan
Belajor Mengajur pada Sckolah Mencngah Pertama berbasis Islam,
dipandmng periu menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Islam
Terpadu (SMFP 1T}

b. bahwa berdasarksn pertimbangan schagaimanys hurul a terschutl di atas
perlu dindekan Sckolah Menengah Pertama Islam Terpadu di Desa
Parakan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka

MENGINGAT ¢ .  Undang-lindang Momor 20 Taehun 2003 tentang Sistern Pendidikan

Masional.

b. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen.

¢. Peraturan Pemerintnh Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasionzl
Pendidikan

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Agama Republik Indonesia.

e, Peraturan Menteri Republik Indenesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

[ ADART Yavasan Pasal || dan Pasal |7 ayst 4



MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETTGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan

MEMUTUSKAN

Membentuk Penyelenggarsan Sckolash Menengah Pertama Islam Terpadu
(SMP 1T) Darurrohmat dengan susunan Crgamisasi terlampir.

Menugaskan  Peoyelenggora/Pengelola SMP 1T Darurrohmai — untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan proses
pembelajaran siswn dari persinpan, pelaksanaan sampai pelaporan.
Menuguskan tepaga Pendidik SMP IT Darorohmat untok melaksanakan
tugas dan fungsinys dalam kegiatan SMP IT Darurrohmat sesuai dengan
jadwal vang telah ditentukan,

Biaya pelaksansan  kegistan  ini dibebankan  kepada  pihak
pengelola‘penyelenggara, swadaya masyurakal dan dana yang relevan,

Surat Keputusan ini mulai berlakn sejak tangpal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudisn hari terdapat kekeliman dalam keputusan ini akan
diacakan perhaikan schagaimana mestinya

el "y\:h'lnjnkengh
afn Tanggal 2 2 Jonuari 2015

1. Kepals Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

2. Camat Lenwimunding

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Leowimunding

4. Arsip.



Lampiran + Surat Kepulusan Ketua Yayasan Darurrohmat Assakhi

Momaor : 002/ Pimp/YDR//201 5

Tanggal : 2 Januari 2015

Tentang : Pembentukan SMP IT DARURROHMAT
PELINDUNG/FENASIHAT

I. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kee, Lenwimunding
2. Ketua Yayasan Darurrobumat Assakhi

PEMBINA
Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kee. Lenwimunding

PENGURUS INTI
Ketun/Pengelola : K. Ain Rasta, 5.Pd
Sekrctaris : lip Supama, 5.Pd
Bendaham : Nurjannah S.Pd.1
SEKSI - SEKSI :
Tennga Pendidik 1. Mulynni, S.Pd

2. Nurcahya, S.Pd.1
Usaha Dana 1. H, Dulwadi

2. H.Swhadi
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